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I. PENDAHULUAN
Dengan kemenangan Yang

dinyalakan Pada tanggal I Mei

2003, pasukan koalisi di bawah

prnrftnsn Amcllkl Serlkdt drlam
Peranq TelLrk II dr Irsk. wilavuh

Irak i-atuh ke dalam kekuasaan

Amerikt Serikat besc a dengan

koalisirlya dan Pasukan koalisi
pimpinan Arrelika Serikal bcr

hasil menangkap manlan Prcsiden

Irak Saddam Hussein. Dengan

iatuhnya wilaYah Irak ke dalam

' Stal Pengrlar lakullas Hukunr Unilersitas
Iirrunun.tgara Jrkarr^.
'- Alumnus Falulias Hukum Univcrsitas
Tarunun.tgrra Jakarta

kekuasaan Amerika Serikat be

sc[a koa]isinya dan kebcrhasilan

ncnangkap Saddam Hussein se-

nakin mcngukuhkan Amerika
Scrikai sebagai "Pcmenang" da-

lam Perang leluk lI-
Walaupun Amerika Scrikat

rlenvataka perang lelah berakhir

dan dirinya lncruPakan Pcmenang
pcrang n?1 lun hal inj belun ter

bukli. knrena eskalasi gerakan

p.rlawanan terhadaP Amerika
Seikat scteliih hak iatuh ke dalam

kekudsaann\'a semakio mening

kal. MisalnYa. kctika Pasukan
koalisi Arnerika Serikat melirltas

seling kali nrendaPal serangan

mcndadak dari gerakan Perlawan-
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an. Seaangan mendadak dari ge-

rekan perlawanan telah menewas
kai cukup banyak personil militer
Amerika Serikat.

L)alam sctjap kali pertempur
an. aflggota perlawanan Yang ber-
ha\il .litangkap oleh pasukan

Amer ika Scrikat akan dikirim un-
ruk diinlerogasi di kamp-kamp
militer Anrerika Serikat yang ter-
\edir di Irak. kemudian dikirim
lagi ke suatu tcmpat di sebelah
barat kota Baghdid yang dikenal
dcnern peoiara AbLr Ghraib. Para

tawanrn pcreng anggota pcrla
wanan ini diinlcrogasi lebih lanjut
LUlllrk nlen.iapalkan infbrmasi
lcbih laniul mengenai kebeladaan
nrarkas-markas gcrakan perlawan
an. I)alanr nrengumpulkan intbr
masi intelijen tcrhadap palla ta
hrnan )'an:t te lngkap, limbul
dugaan bahwa dalam pclaksanaan
pengurnpulan intbrmasi terscbut
dilakukan melalui tindakan trn-
dakan yang lidak manusiawi yanlt
melibxlkxn pctinggi petinggi mili-
ler lAnonim. 200.1f: tanpa nomor
halaman). Seiauh ini beberapa
dari dugaan dugaan tersebut tclah
terbukti. Munculnya beberapa fo
to penganiuyann dan Penyiksaan
atas tawanan pcrang lrak yang

dilahan di penjara Abu Ghraib di
bcberapa situs iDternet dan tnedia
rlcssr baik rnedia cctak nlaupun
meLlid kacr teluh mempcrlihatkan
dcrgr,) ieh\ prm tahlDan di
penilll Abu Ghraib. Para tahana|
ilifcrmrluklln dcngan cara ditelan

jangi, ditakut-takuti dengan an-
jing, dan diperlakukan dengan tin
dakan kejam lainnya.

flasil penyelidikan ying dittt
lis oleh Mayor Jcnderal Antonio
N4. TaBuba setebal 53 halaman
yang berhasil diperolch majalah
The New York?t. mengungkapkan
terjadlnya sejLlmlah aksi sangat

tidak manusiawi )ang berten-
tangan dcngan rasa kcmanusiaan
di Pcnjara AbLt Ghraib. sepanlang

Oktober-Dcscmber 2001. PenYik-

saan dan Penganiayaan Para [a-

hanan ilu dilakukan oleh prra
Polisi Militer Batallon 327 di biL-

wah kendali Jcnderal Janis
Kapinski dan anggota Ba.lan

lntelijcn Militer Anrcrika Serikrt
(Anonim, 2006e: tanpa noilor
halaman).

Dalam hal penahanan terhadap
lawanan perang, ada suatu me_

kanjsme hukum yang berlaku
untuk hal lersebut. Yaitu dengan

telah berlakunla Konvcnsi Jene-

wa Tahun 19,19, khususnya Kon-
vensi Jenewc III 1949 tentang
Pcrlindungan Terhadap Hak-HtLk
Talvanan Perang. Atas dasar itu
para tawanan pcrang yang ditahan
di penjara Abu Ghraib seharusnya
mendapatkan perlindungan seba-

gaimana yang diatur dalam Kon
!cns\ lene\Nr 11\ 1949 \ersebur.

Perlindungan yang diherikan oleh
Konvensi Jenewa III Tahun l9'19

terhadaf talvanin lcrang iuga
scharusnya drhornrati dan dif anrirr

oleh Amerika Serikat sebagai
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①▼
negara pihak peserta Kon\'cnsi
Jencwa Tahun 1949.

Terjadinya penganiavaan ter-
hadap lawanan perang cli penjara
Abu Ghraib, Arncrika Selikat
mengadili beberapa personil mi-
lilernya yang diduga melakukan
tindakan tcrsebut. Bcrdasarkan
hasil pemeriksaan Pcngadilan Mi-
liter Amcrika Serikat beberapa
personil militcrnva terbukti me-
lakukan Iindakan penyiksaan ra-
wanan peran!: di pen3ara Abu
Chraib, sehingga pada akhirnya
Pengadrlan Ililiter Amerika Se
rikat memutuskan Lrntuk meng-
hukum beberapa anggota personil
militernla (Anonjm. 2004j: tanpa
nomor halarnan). Dengan adanya
kcpulusan dari Pengadilan Milirer
Amenka Serikat untLrk meng,
hukunl pcrsonil militernya. Ame
rika Serikat menyatakan telah
menehomari dan menjamin pe
Iaksanaan Kon\'ensi III Jenewa
1949. namun scjauh ini kebenaran
dari hal tersebul masih meninl-
bulkan konh'or.erri

PIIRNIASAI,AHAN
Berdasarkan uaaian vang te-

lah dikemukakan di atas. penLrlis
merumuskan permasalahan seba-
gai bcrikut:
l. Apakah kctentuan Konvensi

Jenewa III Tahun 1949 dite-
rapkan oleh Pengadilan Mili,
ter Amerika Serikat dalam
mcngadili kasus tindakan pc-
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nviksaan tawanan perang yang
dilakukiln oleh personil militer
Amerika Scikar di penjara
Abu Chraibl,

2. Bagaimana tanggung jawab
pemerintah Amerika Serikar
terhadap tindakan penyiksaan

lang dilakukan oleh per.sonil
nliiiter negara yang bersang-
kuran l

III.PEMI}AHASAN
Dalam Hukurn Inlernasional

dikenal adarlya teori yang me-
nyatakan bahwa, Hukum Intcr-
nasional dcngrn hukum nasional
melniliki karakter yang sama de
ngan hukum negar.a dikenal de
ngan tcori "positivisme". Para pe
ngirnut positivisme menganggap
bahrva validitas dari hukum inler-
nasional digantungkan kepada ke
hcndak ncgara untuk tunduk pada
pembatasan-pembatasan yang dia-
tLrr olch hLlkum internasional. tan,
pa ada pcrselujuan negara untuk
mcngikatkan diri. :raka hukum
intcnasional tidak akan mcmiliki
vallditas. Salah saru pendapat
penganut tcori "positivisme,, yang
terkenal ialah Anzilorti yang
pemah mcnjabat sebagai hakim
Perntanenl hlterru ionIl Court oJ'
Jrsti.-e. Mcnurut Anzilloti. keku
atan menglkat hukum interna_
sional daput ditelusuri sampai
pacla plinsip tertinggi yang dike
nal dengan prinsip pdcta Sunt
Scrttuda yang menjclmakan diri
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ke dalam seluruh kaidah tcrmasuk
hukunr internasioral (J.G. Starge.
1995:27).

Dalam hubungan antara hu-
kum interoasional dengan hukum
Iasional, dikcnal adanya dua
aliran, yaitu aliran monisme dan
alimr dualisme. Aliran rronisme
menggangap sistem hukurn mc-
rupakan satu sistem kcsatuan
hukunr yang mengikat apakah
tcrhadep individu-individu suatu
ncglrr rtalrpurl terhadap ncgara
nc-!ar{ dalam rnasyarakat inter-
nasional (Bocr Mauna, 2003r l2).
Alir al] N{onisnrc terbagi menjadi
dua mahzab yaitu mahzab Bonn
dengan primat hukum intcrna
sional dan rnenyatakan doktdn
hukum intcrnasional tidak lain
adalah kelaniutixl darj hukulr
nxsionrl. dengan perkataan lain
hukum nasional mcrupakan hu-
kurr il]temasionxl untuk urusan
luar negeri belakrr (/r&.taercs

StuL rcch!\ dan mahzab Vienna
yang menyatakan hukum nasional
tunduk pada hukum internasional
yang kekuatan mcngikatnya ber-
dasarkan suatu " pentlelegasian"
dai hukum internasional (Moch-
trr Kusunlralmadja, 1999: 43-4,1).

Islihh hukurn hurnaniier yang

secarx lcntkap disebut dengan
" h n t rn u t ionu L H umtni ttl tidn Ldv
Applituhle In Ann.d Conllict"
berkaitrD eru sekali dcngan Hak
Asasi Munusia. Hal ini didasarkan
pada asumsi hahwa hukum perang
berlandaskan pada kemanusiaan.

Kaitan yang erat anlara hukunr
pcrang dengan hak asasi rnanusia
dilegaskan oleh aliran lnrcgrr-
,io,rir? yang meryalakan, bahwa
sistern hukum yang satu berasal
dari sistem hukurn yang lain.
Kaitan sistem hukum humaniter
dengan slstenl hukunr hak asasi

manusia. terdapat dua kemung
kinan:
l. Hak asasi manusia meniadi

dasar hukum humanrtcr. Pe_

nganutnya anliua lain Robert_
son yang nrenlatakan: 'Hak

asasi manusia merupakan hak

dasar untuk lcmua olang. sc

tiap waktu dan llellaku di
mana maDa. Oleh karcna itu
maka hak asasi manusia meru-
pakan gcnus. Sebuliknya. hu-

kum hunraniter rnerupakan
species. karcnr hanya berlaku
untuk golongan lertcntu saia

dan dalam ke.1daan lerlenlu
pula" (G.P.H. Harlomataram,
1988: ,1-5 ).

2. Hukunl humaniter mcrupakan
dasar dari hak esasi manusia.
PcnganutnYa adalah Pictct de

ngan alasannya bahwa hukurr
humaniter lahir lebih dahulu
dl1ri hak asasi manusia. Lebih
lanjut Piclet menyatakan "hu-
kum humaniter (dnlam arti
luas) terdiri dari dua bagiiin,
yaitu hak asasi mrnusia dan
hukum perang, sedangkan
hukum perang ini dibrgi
dalam hukum Den Haag dan

hukum Geneva. Hukum Gene-
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va ini merupakan hukum hu,
nlaniter dalam afii sempit'
(G.P.H. Haryomararam, I988:
4 5).

tr{cngenai pcnerapan hukunt
hlrmeniter. rralrr.rllo nd I C am n i -

ssian ol Red Crorr IICRC) mc
nyatakan. bahwa hukum humani-
ter iniernaslonal juga diakui
bcrlaku dalam situasi ana.kis
r_aitu sllue\i terdapat keloinpok-
kclompok bersenJata yang beru-
saha nengambil keuntungan dari
limbuln!a kevakuman politik Lrn,
tllk memperoleh kekuasaan mela
lui cara-cara kekerasan (ICRC,
2002: tanpa nomor halamrn).

Lcbih laniut The lnstitute
ol hterndtiatui Ldr yang didi-
rikan pada tanggal 8 Scptember
1873 di Belgia niendeklarasikan
nrcngenar kc\r.ajiban dari negara-
regara maupun kesatuan kcsatuan

l,ang bukan negara untuk mcng-
hormati hukum humaniter inter-
nasional. -\egara-negara maupun
kesatuan kesatuan vang bukan ne
gara !ang terlibnt ddam sualu
konllik bcrsenjara tidak dapal
nlenyangkal pcnerapan dari hu
kum humaniler intcrnasional
daiam konflik ntcreka. Deklnrasl
dari The htstitute ol lfienatianaL
Ld[,berbunyi:

"Eye\ Stdt? dtkl ?r.t-l.trcn Stat!
etiilf partitipati g ut an annen
cotLflict aft ltsallt houna ris it
is ?aLh otlk\ (! \1ell t! dll othet.
tnmbers af rhr ittnutiotrut
. on|nunit t\ to r?sp!.r irlr.rn,
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tiottal hunotitarian kn ir all
cir(utnnltn.ts, und .1n) other
Sidte is l.gulb entitLcd to de-
narul tetlrtt for rhi:t bod ol
ldv. Na Sktc or non-State enrirt
tatl .*ttpc its obligations bt
ddt\.i t: the e.ristcnce of an
an t:d otitlicf' (Foufieenrh
Cornmr\sion, Rapporteur: Mr
Milen Sahoviar. 2999: tanpa
nomor halarr:ln\
Berdasarkan Pasal 4A Kon-

ycnsi Jencwa III Tahun 1949.
tawanan perang adalah orang-
orang yang tclah jatuh ke dalam
tangan musuh. yeng tennasuk ke
dalam golongan anggota angkatao
perung dari suatu pihak dalam
scngketa. anggota anggota milisi
serta anggoti-angllota dari barisan
sLrkarela lainnya. termasuk para
anggota gerlkan perlawanan yang
dio|ganisir. para anggota angkatan

Pcrang re3ulcr tunduk pada suatu
pcmeintah atau kekuasaan yang
tidak dlakui ncgara penallan,
orang orang yang mcnvertai ang-
katan peranll tanpa dengan
sebenarnyi meniadi anggota dari
angkalan fcrang itll. anggota
awak kapal pelavaran niaga ter-
masuk nahkoda. pemandu laut,
taruna Llan a\r'ak pesawal telbang
sipii dari pihak-pihak dalarr
scngketa, pcndudLrk $ ila),ah yang
belurn diduduki vang lakala mu-
suh mendckat. atas kemauan sen
dirl dan dcogan screntak me-
ngrngkat scnjitta untuk mcla$ ar1

pesukan fesukaln yang meDyerbu.
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f)engan melihat tumusan dari

Pa\al ,1A Konvensi Jenewa lll
Tuhun 19.19. scorang kombatan
harus nremenuhi syarat syarat tcr-
tentu agar nlcmpcroleh status se-
baga; tawlnan perang, di anta
runya adalxh:
l. Dipimpin oleh seoftlng

komendan yang bertanggung
jarvab atas bawahannya.

2. Nlernlkai tanda alau embelem
yang clapat dikcnali darijauh.

3. Membawa scnjata secara
lerbuka.

,1. Menghornrati hukum dan ke-
brasaan perang (Arlina Per-
manasari ct al, 1999:27).

dan Lrntlrk dapat dikntakan sebagai
Lttct,.:n Mole? harus memenuhi
\varrl-syurut berikut:
1. Pcnduduk dari wilayah yang

belum diduduki.
2. Secara spontan nlengangkat

s lurlr.
3. Tidak rnempunyai waktu

untuk mengorganisasikan
riirini, a.

;1. Menghormati hukum dan
kebiasaan pcrang.

5. N{el]lbawit senjata secara
tcrbuka (Arlina Permanasari et
al. 1999: 27).
SL'luruh persvaratan di atas

hcrsilal satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan. sehingga apa-
bila sverat-syarat terscbut tidak
dipenuhi maka seseorang tldak
dapat digolongkan sebagai tawan-
xn peri]ng (Pcnuiis. Warvancara.

dengan G.P.H Haryomataram. 27

Fcbruari 2006).
Pada prinsipnya seorang ta

wanan perang adalah tawanan dari
negara musuh dan bukan tawanan
dari orang perorangan maupun
kesatuan dari tentara yang me-
rawan [lereka. olch kerena itu
maka negara yang harus ber-
tanggung jawab atas pclanElgaran

hak-hak dari lawanao peranq.
Seorang tawanan pcrang harus
diperlakukan sesuai dcngan asas
pdkemanusiaan. oleh karena itu
perbuatan yang dapat menint,
bulkan kematian rerhrdap tawan
an perang mcrupakir pelang.sarao
bcrat (Cra\,e ,rt,d./, ) ketentuxn
Konvcnsi Jene\ra III Tahun 19.19

(Penulis. Wawancara. dcngan
G.P.H Hatryornataram. 9 Agustlrs
2006).

Tcrhadap pelmgg.ran lerha
dap hak hak tawanan perang. hal
ini membebankan tantgunS.lawab
bagi negara. Menurul teori ke-
salahan objeklif tanggung ja$ ilb
negara adalah mutlak manakala
pejabat atau agen ncgara tciah
mclekukan tindakan vang meru
gikan orang lain. maka negara
bcrtanggung jawab mcnurut hu
kum intcrnasional lanpa haNs
dibuktikao apakah tindakan ier
sebut terdapal unsur kehlaian atau
kcscngalaan. Sehubungan dcngan
lahirnva tang-qung jarvab negera.
hukum kebiasaan intcrnasional
rnenetapkan sebelum suatu sen!
keta diajukan ke hadlpan penga
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dilan intcrnasional. harus ditem
puh leriebih dahulu langkah
langkeh )ang discdiakal olch ne-
gara tcrsebut. yang dikenal dc-
ngir "Erhaustion of Local Reme-
.1l.r" (Arlina Permanasari et al.
1999 175-276)

Drlam menetapkan tanggung
ia$ah .egara atas tcrjadinya pc
lensearan-pelanggaran interntsio-
rrl. pcnlelidikannya adalah scba-
gai bcrikut:
I Perlu dircntukan lerlebih da-

hulu apakah organ atau pe

tabat ncgara yang bcrsalah
Iersebut memiliki kewenangan
berdasarkan hukum nasional-
n\ei

i. Apabila pejabat tersebut me-
niliki kewenangan maka di si-
ni perlu dilihat apakah ncgara
tersebut dapat dikaitkan de-
ngan kesalahan tcrsebut atau
tidak:

1. Apabila diyakini organ ataLr

Fejabilt negara teNebrt tidak
memiljki kewcnangan mcnu-
rut hukurn nasionalnva, maka
ncsala tersebut tidak 1urut ber-
tanggung.iawab atas lindakan-
lindakan yang dilakukan oleh
orsan atau pejabat negara ter-
sebut. yang disebut sebagai
doktrii Kcterkaitan' (al1ld
r i,?r) (J.G.Starge. 1995: ,107).

Apabila tindakan rersebut di
lakukan oleh \\'arga negara secara
pribadi, maka alasan untuk tidak
rnengkaitkan negara jauh lebih
kuat. karena doktrin ketcrkritan
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berpijak pada tindakan yang djla-
kukan oleh pcjabat negrra atau
or-gan-organ negara.

Dalam Pasal I Konvensi Jene
wir Ill Tahun 1949 menyatakan:
''Plhak-pihak peserta agung ber
jarlji untuk menghormati dan
nen jamin pcrnghormaian konven-
si ini dll]itm segala kcadaan'.
Kata k{ta lnenjamin penghor-
matan" di sini. menurut G.P H
HaLyomatalam mempunyai arti,
bahwa negala di sini tidaklah
cukup hanva memcrinlahkan saja
baik kcpada sipil mrupun petllgas
mililcr untlrk rnentaati konvensi
tersebut. tctapi juga di sini negara
berkewajiban untuk Dlengawasi
pelaksanaannva sehingga konven-
sr terscbut benar-benar ditaati
(S)ahmin. A.K. 1985: 85).

Dcngar melihat runtusan dari
Prsal 6 LontLn Agreem?nt 1915.
khususnya delinisi mcngenai Wdr
() r)zcs yiiitu pelanggaran-pelang,
garan rerhadap hukum dan kebia
saan perang- maka pclanggaran
ierhadap l'rilk-hak tawanan-tawan-
an pcran-q dapat digolongkan se

bagai kejxhirran pcrang (W4r
('ri es)- Pasal 129 Konvensi III
Jcnewa, 1nen!atakanl

"Thc Hirh ContrdlJinit Parties
trndcnukt to aao an,t legisla-
tit,t (.tssdr\ to proide ell.(t-
tir( t)t't)ol satlt ion! for persons
e u itti]( ar o ering b he ca
tnnittetl. atn of the graw br<t
ch?s al rhe pr.sent Co,Nention
dclined in the follovin;q Article.
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Eath Hish Contftctitlg Par4
shall be under the obtigation to
n'ur(h lbt rN,t\ alLegerl to
hd|e totnntilt.d. ar to hav or
.lu'etl to he ntnnkd, strch

.:t ^t 
httd lt,\ nhl \hdll htng

\u, h Ft\,)n\. lLq0tdlLrt .[ thtir
nutiutvlit|. belbre its dut
t?utt\. lt nu.t dl.w, i.f it prctts,
dnd t a(ordenG dth the
pra|isions of ts own l?sirlttion,
hand such perxnr o\:er for tridl
b antther High Contruding
Punl toncerned, proLitled such
lliqlr airtralt|tt< Purtt hat
natu ont a prnnu luck: <:ase.

Ldt:l) Lligh Cotttttu:tin!< Patt\
thtll rukt nu:a.woes nectssan-

lot th( suppr\ri,t oI all acts
.antmr\ to the prot'isions of the

t)ft,\ t CaNention ath?r thatt
thc !:rala bre(hd t4tued itt the

lolk\ing A i.le.
ln all circnmtances, the d.cused
persons shaLl bcnctit by wle-
suudt ol pntper n.idl and de-

Iuttt, rlrih shalL not he Less

ld\ourahlc tha thosc proti.led
h Artitlc 105 and tho:c;fulkx-
ing ol tltc pt'(scnt CotNe tion."

Secara umum, scsuai dengan
asas kcmanusiaan lHmlanitr^
P,.ir. q)1/) seorang k(nnbatan yang
jatuh k(] dalam tangan musuh ber-
hak atas pcrlindungan umum yang
.libelikxn Hukum Humanitcr In
lernasirlnal drlam Konvensi III
.lcncwa 19,19. yaitlr:

l. Hek untuk cliperlakukan de-
ngan perikemanusiaan (Pasal

I-3 paragraf l);

2. I-Iak untuk dilindungi dari tin-
dakan-tindakan kekerasan, an-

caman, terhadap penghinaan-
penghinaan den tontonan u-
mum (Pasal 13 pardgraf 3);

3. Berhak atas pengllo natan a-

tas p(ibadi dan manabatnya
(Pasal 14 paragraf l):

:1. Hak untuk tctap memiliki
kemampuan kepcrdataannya
(Pasal l,l paragraf 3):

5. Hak untuk mcndepalkan ja-
minan pemeliharaai hidup dan

.jaminan kcschatan .iengirn
cuma-cuma (Pasal l5):

6. Hak untuk tidak diperlakukan
diskriminatif (Pasal l6).
Pelanggaran tcrhadap hak-hak

tawanan perang merupakan pe-

langgaran berat lerhiidap kctcn
tuan dari Hukurn Humaniter ln
tcrnasional. Hal ini ditegaskan da

lam Pasal l3 Konvcnsi lll Jenewa
Tahun 19,19 )ang men)alakan :

"Priso cr af lvat nlust tt dll
titn(s be hntlun?L\ lreated. A\"
unlatful uct at otltislion b\" th?
Detditiing Patter cdusing dedth
or serious endanscti s nv h?-

olth of a prisotter oJ war in its
custod\ is prohibited, anl \|iLL b?
tegarded as a serious breuch of
the present Conrolstion.. .." .

dan Pasal 130 yang menyatakan :

"Grave brearhes k) whi<:h thc
preceding ArticLe rtlutes shall be

those involtitiK un| ol the l.l-
b[ing ut:ts, d.onmitt aqai]tn
persans or proper^ prot(detl hr
the CoNention: uillul killins,
hfitr? or iDhLLma lrcutment. i]1-
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clkln)s bioloskal ?\rriments,
h i llnl,\, .uurinS greut sulferinx
ar serious injury to bod\ or
health, conpelling a prisoner ol'
har to serye in the forrcs oI the
hostiLe Powet, or yiLfull.\'d?-
priyitlg A prkoner L,f har ,I the
righ^ L)f JAir and rcgulat h-ial
prcscribel in this Con\.e ti.r1-"

PcJanggaran berat terhadap
hukum humaniter Internasional
merupakan suatu kejahatan pe-
rang. hal ini ditegaskan dalam
dcfinisi da.i kejahatan perang
(War Crimes) yang diatur dalam
Pasal 6 Lontlon Agreenent 1945
"Na ri,lt, VioLdtiotl oJ thc lau,s or
cuskrtl of n,ar" (Slephen Strat
forcl, tanpa tahun: tanpa nomor
halaman ).

Berkaitan dengan terjadinla
penyiksaan tawanan perang di
pcnjara Abu Ghraib, tcrdapar kc
wajiban negara akan pcnghomtat
an te.hadap berlakunya Konvensi
yang diatur secara bersamaan
dalam P$al I Kon\'ensi Jcnewa I.
Il. III. dan lV Trhun 19,19: "Ih.
High Cantractin.q Parties under-
take h raspec! and to etlsure
resped for th? present Con|entio/l
it all ci rt:umstancet."

Ketentuan yang bersamaan
dalam keempat Konvensi Jencwa
Tahun 1949 mengenai pcnghor
matan terhadap berlakunya Kon-
vensi mcmbebankan kewajiban
tcrhadap Amerika Serikat unluk
mcnghormati dan men jamin pe,
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laksanaan konvcnsi dalam segala
kerdaan. Kata rnenjamin pelak-
sanaan KonYensi menurut G.P.H
Haryonataram mengandung ke,
waiiban blhwa negara harus:
l. N4cmerinrahkan terhaclap ang-

gotr rnilitcr maupun sipil un
tuk mcntaati Konvensi:

2. Mengarvasi pelaksanaan pc-
rintah tcrsebul kepada anggota
militer maupun sipil:

3. Mengarrbil tindakan apabila
terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan dai konvensi aPe-
nulis. Wawancara. G.P.H Har
yonraiaraD. 9 Agustus 2006)..
Berdrsarkan ajaran alfian Inte-

Srdtiotlitl( vang menganggap an
tara hak asasi miuusia merupakan
satu kesrtuan dengan Hukum
Humanitet Inlernasional, mengan-
dung lcngerlian bahwa negara
halus menjunjung tinggi hak asasi
manusia yang Iundamental ketika
perang bcrlangsung. Kewajiban
dari negara untuk menjunjung
tinggi hak asasi rnanusia dalam
konflik bersenJata, dituangkan da-
lam hukum humaniter internasio-
nal me laluj pdnsip kemanusiaan.
Dcngan adrnya kewajiban negara
unluk mcnrerintahkan kepada ang-
Sota militcrnya untuk rnentaati
kctentuan Konvensi Jenewa III
Tahun l9'19. maka keteniuan
tcrsebut harus ditafsirkan bahwa
tawanan perang berhak atas per
iindung hak asasinya ketika mere-
ka tertangkap.
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Dengan adanya kewajiban ne

gara untuk mcnjunjung hak asasi

rrmusia tcrhadap tawanan perang
scbagairnana diatur dalani Kon
vensi Jcncwa Ill Tahun 19,19.

Arrerike Scrikat menyaiakan telah
memerintahkan kcpada para per-
sonil militernya lang bertugas di
penjara Abu Chraib untuk mem
perlakukan para tawanan perang

di peniara Abu Ghraib dengan
sebaik niungkin. Dengan adanya
peri tah dari Amerika Serikat
unluk menrpcrlakukan tawanan
perang di penjara Abu Ghraib
dcrgan sebaik mungkin, maka
pengakuan dari persooil militer
Amerikx Serikat yang dijatuhi
hukuman k:rr-ene melakukan pe-

nganiyaan terhadap tawanan Pe-
rang hahwa rnereka tidak dibekali
rlengan pcngetahuan akan Kon
vcnsi Jenewa III Tahun 1949 tidak
terbukti- karena pcrintah untuk
rner)perlrkukan tawanan perang

dcngan haik rnengandung penger-
tian bahwa mereka harus meniun-
jung asas kemanusiaan yang ber-
laku dalam Hukun Humaniter
lnternasional dalam memperla-
kukan para tawanan perang yang
ditahiin di pcnjara Abu Ghraib.

Tcrkait dcngan kewajiban ne-
garx untuk rrengarvasi pelaksana-
;rn drri Konvensi III Jencwa.
maka Pasal 87 Protokol Tarnbah-
n I Drengatur:

1. The lligh Contra.tins Puii-
cs arul the Parties to th?
,f i.:t shdlL require militeu

unnmarulers, vih respecr ro
members of rhe urned Jorcts
n ler thcir connnnd ttal
oth(r petsofis t.otder thtir
Lantrol. to Pretcnt d, , ihe

to report tt) tnnlPetctlt uu'
thariti?s bteat:hes of tht
Cow?ntk,ts tunl d this I'ro'

2. ln arder ta pr.v t urul tut'
press hreachcs High Con

n-ldi c Put'ti.t and Puric.t
to the tanlltr shall require
thdt, cannttls rut( \l ith
their lercl of i.sponsibilin,
cLnnnnnders (tt\ure tlxt
netnbers of nrc urned Jnrc,,s
ut er thtir tonnand are
awtre ol th?ir obligtttions
under the Con\entiotls al
li.\ Pratocol.

3. 7tu High Caili't1.ti g Purti'
es a d Panies tu th( (o llu't
thaLl require au tonntantlcr
tho i: a"are that suhonli'
ndt(es ot othcr P(t \ons
Lnder his .onttol are going
to cotnnir or hatt comnritrtd
a heach ol the Cottentiotts
or ol this Pratod, tu) iniiate
such \tep.\ ds drc tt:k.\surf
ta pre|ent such violations of
the Cotltenttdls or this Pn)
tacoL, dnd, whq. appropri
ate, to utitide disc4liruD ar
penaL attion agaurst vutla-

'ors thcreof."

Dalam hai terjadinya pelang
galan terhadap hak hak lawanan
perang, seorang komandan yang
diangkat oleh negara penawan tj
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dak dapat menlbebaskan dirjnya
atas tindakan yang dilakukarl oleh
hawahannya scbagaimana diatur
dalam Pasal E6 avat (2) Prorokol
Tambahan I tentang Sengketa
Berscnjat0 Internasional:

"Th( fdct thut a hredt-h of tht
Conyettiotts or ol fii! Prctocot
xnt comrnitted b," a sbortliruttc
tloes not absolye his superios
lrotn p?ndl or dixiplinary res
ponsibilil.\, a\ th( cose tnu,\.bc, il
the\ ktrc\. ot hatl nfi)rndion
*hiclt thould hare enublul thenr
b ron(lude in th? tircunnatx:es
at thc titnt. thdt h? idt ./1]h-
tnittittg ot \a! going to (annir
\kh d bredth utul ifthe\ did tlot
tak? all.ftat\ible neosures fitunl
th.ir tDtrt to pretent ar repress

Bila komandan tersebut me-
ngetahui illau mcmpunyai infor-
masi yang seharusnya metnung
kinkan kontandan lersebut untuk
mcngambil kesimpulan dalanl
situasi lerscbut. bahwa h.w,)h-
annva sedang melakukan atau
hendak melakukan suatu pelang
garan tctapi kornandan tersebut
tidak lnelakukan segala upaya
yang dapat dilakukan sesuai de-
ngan kekuirsaan yang ada padanya
untr& nlcncegah atau tnenckan
ter.jadinya pelanggaran. maka ne
gara yang menElangkat komandan
terscbut scsuai dcngan hukum
nasi{)nalnya harus mcnjatuhkao
saoksi yang berupa sanksi pidana
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aiau sanksi disiplin terhadap ko-
rrandan tcrsebul.

Implemcntasi dari Pasal 86
A)rt (2) Prorokol Tambahan I
dalam kasus terjadinya penyiksa-
an talvanan perang di peniara Abu
Chraib. adalah diadilinya Brigadir
Jendcral Janis Karpinski yang me
rupakan scorang kornandan B ga-
de Polisi Mililer 800. sccara admi
ristratiI oleh pcngadilan mi]itet
Amcrika Serikat dengan tuduhan
melaiaikan tugas (Dereliction ol
DIlr). memberikan infbrmasi mc
nycsatkan kepada penyidik. gagal
nleldksanakan perinlalh dan mela-
kukan tindak pidana pcncurian
(Josh Whiie. 2005: A01). Tcrha-
dap tuduhen-luduhan tersebut, ha
n),a dua tuduhan yang terbukti
yaitu mclalaikan lugas dan pencu
rian, dan scbagai hukuman atas
hal tersebut ntalia Brigadir Jen
dcral. Janis Karpinski diturunkan
pengkalnva mcnjadi Kolonel dan
sccara formal la juga kchilangan

.jahatannya scbagai komandan
Brigade ['olisi Militer l3{)0 (Ano-
nim, 2005b: tanpa nomor hala-
man. ).

Sclain Janis Karpirlski, ter-
dapnt beberapa kornandan militer
larnnya dengan pangkat yang
lchih rendah dari Janis Karpinski
yang menerima hukuman admi
nistratif dengan perincianl
l. Tiga Mayor diberikan surat

leguran dan salah seorang di-
antara kcriganya juga dibe-
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rikan hukuman administrasi
yang tidak dirinci.

2. Seorang Kapten dipecat seca-

ra tidak hormat dari kesatuan
militer, lima Kapten menerirna
suri,{ leguran, dan seorang
Kaptcn diberikan hukuman
administrasi yang tidak di-
rinci.

3. I)ua orang I-ctnan Satu diadili
i:ii pengadilun, yiln g seorang
nrcndapat surat teguran dan
yang seorang lagi dibcrikan
hukuman administratil yang
tidak dirinci-

4- Seorang Letnan Dua dipccat
secarc lidak hormat dan se-

orang lagi dibedkan surat te-
guran (Anonim, 2005b: tanpa
nonroa halaman-).
Uotuk menjamin pelaksaniran

(lrri Konvcn\i Ieneua III Tahua
19.19, negara juga mempunyai ke-
wajiban untuk mengumbil tindak
an terhadap pelanggaran hak hak
tawanan peratlg. Kewajiban dari
negala untuk mcngambil tindakan
tcrhndap pclanggaran hak-hak
tawirncn perang diatur lebih lanjut
drlarn Pasal 129 Konvensi Jenewa
Ill Irhun 1949 yang menyatakan
sebagai berikul:

" 1hc High Contratling Purties
atdcrtuke to enacl atry Legisla-
tit)n netessart- ta protide effe(t
tivt prnal sandiuts for persons
nnltniting, or onlering to be
totllnined, atD oJ the grare
breaches of th! prcs€nt Con

vention delined h th( folkNbtg

Euth High Cattrd.ting Para"
shall be under the ohligulion to
seorch for persotrs alleged to
hare connited. or to have
orrfered to bc rcmnittA, lut:h

sraLe breaches, arul shalL brin.s
ntch pcrsons. teKa Le.ts aJ thcir
nutionali^. belbre its .nn
uturts. lt nnt dlso. il it pt'cfcr\,
ancl ut utcordanca vnh the
pto\,itions of its o\n Legislurtolt,
harul urh persons orer lbr tridl
ta another High Colltradi ll
Party concernen. pt,Lided such
High Contrddbt< Pd6 lxts
nade out a pritna lacit case.

Each High Co tt,ting Pant^
shall tuke nteasun': necessary

Jor the srppressiott ol all utts
(antrsd to th. pra\i\ions d the
pt(l?ttt CoDentia, oth(t thLul

the gra\,? hreaches l(fi,kd nt the

Itlktwing Arrtcle.
ln all citrtunstuntes. th? accu\.d
persons shall h.nelit by safc-
guads of propet rtial uttl
defence, \thich shdlL ttu! be l.ts
fdvouruble than those protidkl
fu Article 105 atd tho!? lol-
Lowittg ol rlte pre!? t Conr?-

Pasal 129 Konvensi Jenewa
III Tahun 19,19 di atrs mengatur
bahwa negara harus mencaLi,
mengadili dan menghukum pelaku
yang melakukan lindakan pelang-
garan terhadap hak-hak tawanan
perdng maupun terhadap orang
yang memberi perirltah untuk me-
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llkukan tindakan tersebut. Tcrha-
drip pclaku maupun pcmberi pe-
rintah. Pirsal I29 Kon\'ensi III
Jcnewa I9:19 tcrsebut mengatur
bahwa sanksi yang harus dijatuh-
kan adalabsanksi pidana hal ini
terlihat dari kata-kara "k) Irorile
cl'lectiye pendl saDdi.r1s" .

Untuk nlenindak lanjuti pasal

129 Konvensi Jenerva III Tahun
I9il9. Amerika Ser.ikat menang-
kap, mengadili dan nenghukum
tujuh personii militernva vang
lerlibal dalam tindakan pengani-
ayaan tawanan perang di pcnjara
Abu Glrlaib. dengan purusan
seLragai berikut:
l. Charles Craner anggota Bata-

lion 372 clengan pangkat Ser
san dijatuhr hukuman pidana
penjrra selama l0 tahun, atas
tuduhan bcrkollspirasi dalam
menyiksa tahanan, menganiil-
ya tahanan- rnenycmng tahtn
an. berhuat tidak senonoh
terhadap lahanan di penjara
Abu Ghraib. Selain hukuman
secara pidana, Charlcs Grancr
luga dijatuhi hukuman sccara
administratif 1,ang bcrupa pc
mccalannva dari dinas kemiii-
leran. Hukuman pidana dija-
luhkan lerhadap Graner karcna
ia bcrpartisipasi secara akrif
delarn mcnganiaya lahanan di
pcnjara Abu Ghreib, scmen
lara itu sanksi administratif
dijatLrhkan terhadap Craner
kiuena tirdakan Graner diang-
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gap menlpcrrnalukan korps
rnilitcr Arnerika Serikat.

2. Megan Ambuhl seorang pa-
sukan clclangan dari Batalion
372 dengan pangkat Spe.ial-
ira. dljaluhi hukLlman secfia
adminrstratiI atas tuduhan me-
lalaikan tugas (D?relictio ol
D&4,) schinElga olemungkin-
kan tertadinya ekscs penyik
saan tahanan di pcniara Abu
Chraib. Amhuhl diiatuhi hu
kunrao secara administratif
berupa penurunan pangka!
dari,t/.r'idll.r1 menjadi Pr"ir.rre
dan kehiltnsan gaiinya selarra
6 hulxn karcna ia tidak terbuk-
ti secara langsung terlibat
dalatn pengania!aan tahanan
di pcnjar a Abu Chraib.

3. Jcrcnl), Sivits yang juga me-
nrpakan anggotx dati Bataiion
J7l beI.pilngkat SeIl\an diia-
tuhl hLtkuman pidana 1 tahun
penlara alas tllduhan bcrkons-
plrasi dan terlibat sccara aktif
dalam lnenganiaya tahaniln.
Atas kclalniannva rnenjalan-
kan tugas Siyits juga dijatuhi
hukumalr penurunan pangkat
discrlai pemccatannya dari
dinas kemilitcran. Walaupun
Jercmy Sivits teriibat secara
aklif daliim nlcnqaniava para
tahirnan ia hanva dijatuhi hu-
kuman saru tahun penjara ka-
rena kesaksiannya tcrhadap 6
pcrsonil nliliter lainnya yang
juga diadlli karena mclakukan
penganiayaan tahanan di pen-
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jara Abu Ghraib. Selain itu hal
yang meringankan Sivits ada-
lah mengakui scmua perbuat
annya dise ai dengan permin-
raan nlaaf kepada rakyat Irak

.dan militel ternpetnya bcr
tugas (Jackie Spinner, 200,1:

2).
Sabrina D. Harman anggota
Batalion 372 beryangkat Sp"-
rialist dilatuhi hukuman pen-

.jara enem bulan berkaitan
dengan rindakannya bcrkons
piriisi dalam menganiaya ta
hanan. melalaikan tugas serta
melakukan penyiksaan dan
pengenieyMn tahanan, selain
itu Sabrina juga dijatuhi hu-
kuman idmlnistratif bcrupa
pcmccatannya dari dinas ke-
lnrlileran serta kehilangan ga
ji1)i.\limJ cnr-n hulrn. Hdl o.

hrl yang meringankan Sabrina
adalah adanya kesaksian darj
dua tahenan dalam pembela
annya yang nrenyatakan bah-
wil Subrinx lebih baik dalam
rnenrperlakukan tahanan jika
dibaodingkan dengan pcnjaga
lainnya di pcntara Abu Ghra
ib. Dalam kesaksiannya seo-
rang tahanan yang beanama
Amjad Tsmail Khalil al Taie
mcnyataka! bahwa Sabrina
tidak pernah melakukan ke-
kerasan terhadapnya (Anonim.
2006k: tanpa nomor halanran).
Javal 'Sean Davjs seorang
pcrsonil militcr cadangan
Anrerika Serikat berpangkat

Sersan terbukti bersalah atas

tuduhan melalaikan tugas,
memberikan keterlngan palsu,
dan melakukan kekerasan ler-
hadap tahanan. Javnl Sean

Davis di.jatuhi hr.rkrrman pida
na 6 bulan penjara, penurunan
pangkat serla pemecatan sc-
cara tidak homat dari dinas
kemiliteran (Anonim, 2005c:
tanpa nomor halaman). Hal-
hal yang meringankan Davis
adalah mengakui pcrbuatan
yang dituduhkan kcpadanya
disertai dengan pemyataan pc
nyesalannya yang mendahm
sefla permintaan mxaf kepada
para korban yang disiksauya
di penjara Abu Ghraib (Mat
thew Chlosta, 2005: tanpa no-

Ivan Frederick berpangkat
Staf Scrsan merupakan ang-
gota Batalion 372. Ivan Fre-
derick mengakui semua tuduh
an yang ditujukan kcpadanya
olch pcngadilan militer Ame-
rika Scrikat, yaitu berkonspi-
rasi dalam menyiksa tahanan.
melalaikan tugas, menganiaya
lahanan, menyerang tahaian
dan meiakukal trndakan tidak
senonoh atas tahanan (Ano-
nim. 2004k: tanpa nomor ha-

laman). Atas senlua tindxk
annya tersebut, maka Ivan
Frederick diiatuhi hukuman
delapan tahun penjara dan
hukuman sccara administratif
yang berupa pcmhatalan gaj i,
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pcmecatan secara tidak terhor
mal disertai dengan penurunan
pangkat lerhadap Ivan Fredc_
rick.

7. Lynndie Rana England per
sonil militer.dari Batalion 371
berpangkat 5?..r1/r1i.r/. dinyata
kan bersalah alas tuduhan ber
konspirasi dalam menganiava
para lahanan. menganiavx ta
hanan, dan rncltlatkan tugas.
Aias tuduhan telscbur, Lydie
England dijatuhi hukuman
tiga tahun penjara yang discr_
tai dengan pemecatannya dari
dinas kerniliteran secara ticlak
hormar. Setelah vonis dijatuh-
kan. Lyndie England meminta
maaf kepada publik ltas kesa-
lahan \ang dia lakukan (Ano
nim. 2005d: tanpa nomor ha-
laman)

SebaEraimana ditumuskan
dalam Pasal 129 Konvensi Jencwa
IIt lahun 19,19, terhadap pelaku
n aupun orang yang memerin
tahkan untuk melakukan salah sa_
tu m.rupun seluruh nndrkan pe
l.rngg,rrrn hxk-hJk rr\r rnJn ne_
rirng y ng diatur dalant pasal lj0
harus diganjar dengan hLlkuman
pidana. Tcrhadap cnam personil
mililernya yaitu Charles Graner.
Jeremy Sivits. Sabrina I)
Harman, Javal Scan' Davis. Ivan
Frcderick dan Lynnclic Rana
EnSland. yang terbukti melakukan
tindakan penganiayaan tcrha.iap
tawanan perang di pcnjara Ahu
Ghraib dijaruhi hukurnan pidana
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pcnlara yang dise ai dengan hu
kuman administrasi vang berupa
natnec.rt.lIl LIJI pe uruniln pcng_
k.rt

Tcrhadap pelanggaran hak-
hak tawanan perang cli penjara
Abu Ghrxib. Amcrika Scrikat
mrnggLmakan hukum militern\,a
untuk rrcnS.rd lr p.rrJ n.lJku r. re
tr-r lihiit LinLl.rlrn t.r'ctut mrunni
vrng mclitlaikan kervajibannya
tersebLlt. IIukum Amerik! Selikat
vang digunakan atlalah (lnit'itrnt
Codc of l:lilitdn Justice_ pcng

Ernaan U/rifolr? C.)de ol Mititur,-
./astlcr: dalam :nengadili personil
nrilitcrnva lerscbut karcna keten_
luan dari konstilusi Amerika Seri-
kat yan[ mcngenai suatu lraktat
yirng dibuat ltlau akan dibuat o]ch
otoritas merupakan hukum ncgara
ieflinggi (/1. eupre1k law oJ lhe
l,d) lt.(;. srarsc, 199-5: l1o).
Dengan adan),a konscp ,tre 

.ru-

Ttrctne luv ol th? lan(l". pftktek
Amerika Serikat menibedakan
adan)a perianjian intemasjollal
yrng beritil "t(l:f tr(,(uting, dan
feriarjiitn irternasional yang ber-
sililtl "tb \(l c\((ur)/g',. Dalam
praktik Anrcrika Serikat. suaru
perianjian inrcrnasional dikatakan
bersllat 'l,f .|rectllnA,,, apabila
mcnurul pendi:Lpat pengadilan pe_
ngadilan Amcrika Serikat ridak
mensa-aratkan secara tegas adanya
snatu undang undang untuk daDat
dibcrlakuku ditingkat nasional.
Pacla sisi lain suatu perjanjian in
tc asional dikatakan bersifat ,on-
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lelf crc( uting apabila perjanjian
internasional tcrsebut inensyarat-
kan adanya suatu undang-undang
unluk diberlakukan di tingkat
naslonal. Petjanjiar intemasional
yang bcrsifat non-stll executing
ini trdak Drengikat pengadilan-
pengadilan Amcrlka Scrikat hing-
glr undanE!-undang tersebut dite
tapkan (J.G. Starge. 1995r I l0).

Dcngan melihat kepada ru-
musan darl Pasal 129 Konvensi
Jenewa III Tahun l94t) (7fu High
Co t|dcting PLtrti.s und..rtak? k)
t?ndct atnl legislation necessa

11...). rnaka berdusnrkan konsep
"th? supr?1l\? luw oJ lhe Ia t'.
Konvensi Jenewa lll Tahun 1949

merupakan Perjanjian internasi-
ooal yang bersifat non-self exe-

.&tilrF, sehingga Amerika Se.ikat
terikat untuk menerapkan keten
tuan tersehut dalam mcngadi)i
personil militernya menurut hu
kurn nasionalnya karena lelah
adanya ketentuan Unilbrm Code
ol Milian ./astlce. Dengan dc
mikian pengadilan terhadap tujuh
pcrsonil iDiljternya yang terlibat
secara aktif dalam pcnyiksaan
tawutin perang di Penjara Abu
Ghraib tclah scsuai dengan ke-
teotuan Konvensi III Jenewa
'l ahun l9:19.

Be|dasarkan analisis penulis
yang lelah dijabarkan diatas, maka
jawaban dad pennasalahan kedua
dalam pcnulisan ini rnengenai
tanggung jawab dari Amerika Se-
rikat atas tc{adinya pelanggaran

hak-hak tawanan perang di
penjara Abu Ghraib hanya sebatas

encari, mengadili dan nrenghu-
kum para pelakunya dan hal i,ri
telah dipenuhi oleh Amerika
Serikat. Terkait dengan tanggung
jawab Amerika Serikat untuk
memberikan kompensasi tc.hadap
tawanan perang di penjara Abu
Ghraib. maka berdasarkan tcori
kesalahan objektif dan doktln "kc
terkaitan" bahwa Amerika Serikat
tidak berkewajiban untuk membe-
rikan ganti kerugian kcpada para
korban, mengingat lidak terbukti
adanya keterlibatan dari pcjabat
atau agcn Arncrika Serikat dalam
kasus tersebut

IV. PENUTUP
Amcrika Scrikat tclah mcne

rapkan kctentuan dari Konvcnsi
Ill Jcncwa Tahun 19.19 bcscrta
denltan Protokol Tambahan I,
karena telah mcncari. mcngadili
dan menjatuhi hukuman pidana
bagi para pelaku yang terbukti
terlibat secara aktif dalam penyik-
saan tawanan perang di penjara
Abu Ghraib dan juga mcnghukum
secara administmtiI beberapa pe-
tinggi mililer yang te$ukti mela
laikan (ugasnya untuk mengawirsi
pelaksanaan dari ketentuan ler-
sebut.

Tanggung jawab Amcrika
Serikat berdasarkan kctcntuan dari
Konvensi III Jenewa Txhun 19,19

besena dengan Protokol Tambah
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an I hanya terbatas pada mencari-
mengadili dan menghukurn para
pelaku yang terlibat secara aktil
mauplln nlereka yang melalaikan
tugasnla. Dengan d(rmikian Atie-
rika Serikatr tidxk berkewaiiban
untuk membcrikan ganti kerugian
terhadap pl1ra korban mengingat
tidak dapat dibukrikan adanya
kelerlibalan dari peiaba{ atau agen
Amcrika Serikat dalam kasus
tcrscbut.
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